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Menimbang:

BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINST MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENCAH
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 84 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai Landasan Operasional pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Fzgelofl3




il

Mengingat

. Undang-Undang Nomor &0 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomoer 23 Tahun 1957 tentang

Fermnbentukan Daerah -Daerazh Swatantra Tingkat I Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat 1 Maluku {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Naomar 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 1645);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penvelenggaraan Megara yang Bersih dan Bebas dar -Korupsi Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repubilik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang MNemor 17 Tahun 7002 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lémbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

Undang-Undang Nomegr 1 Tahun 2004 tentanpg Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 MNomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4333);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuvangan Negara

(Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia
Nomor 4400];

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang—Unda_ﬁg Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Taghun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomeor 130, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 50449);
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12,

13.

14.

13,

Undang-Undang MNomor 12 Tghun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2011 Nemor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Da¢rah [Lembaran Negara Republik Indeonesia Tabhun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nemor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Talhun 2014 tentang Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 5679);

Feraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 972 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I Ambon
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3137);
Peraturan Pemerniah WNWomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nemor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Femerimtah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
jLernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia
Nemer 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Noemor 23, Tambahan Lembaren Negara Repubiik Indonesia Nomor 48);
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17,

18.
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21.

Peraruran Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokeler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Penwvakilan Rakyat Daerah [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712},

Peraturan Pemerntah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pemtbahan Atas Peraturan Pemerimtah Nomor 5G Tahun 20005
tentang Sistim [nformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2310 Nomor 110, Tambahan

Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 5155);
Peraturan Pemerintalh Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ,Lembaran Megara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomar 123, Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor S1635);
Peraturan Presidern Nomor B& Tahun 2016 tentang Rinecian Anggaran Pendapatan dan bBelanja Negara Tahun 2017

[Lemnbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Tndonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ({Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);

Peraturarn Menteri Dalam Megern Momor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hulkium Dacrab (Bcrita Negara

Republik Indenesta Tahun 2015 Nomor 2036);
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- 23, Peraturan Draerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
{Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tabun 2009 Nomor 63);
24, Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Maluku Tengah [Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengan Tahun 2012 Nermor 107);
25, Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2013-2017 (l.embaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013 Nomor 1593

MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI MAL UKL TENGAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANCGARAN 2018.
Pasal 1.

Anggaran Pendapatan dan Belanija Daerah Talun Anggaran 2018 terdin atas:

1. Pendapatan

a Pendapatan Asl Daerah Rp. 92.014.784.000,-
b. Dana Pertnbangan Rp. 1.323.400.679.000,-
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 2147224270000,-
Jumlah Pendapatan Ep. 1.630.139733.000-
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Pesal 2
Ringkasan Penjsbaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Laropiran | Peraturan Bupati ini dan merupakan ‘bagian yang odak terpisahkan, '
Pasal 3
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 difine lebih lanjut pada
lampiran I dalam Peraturan Bupabl ini dan merupakan bagian yang tidak terpisabkan.
Pasal 4

Pelaksanaan Dana Bantuan Hibah Daerah dan Bamtuan Sosial sebagaiméana tercantum dalam Lamprran 1l tentang Hibah
Caerah dan Lampiran IV tentang Bantuan Sosial yang dicantumkan dalam Peraturan Bupati ini dituankan lebih lanjut dajam
Keputusan KDH sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan,

Pasal 5

Felaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah vang ditctapkan dalam peraturan Bupati ini dituangkan
lebih lanjut dalam Dokumen Felaksanaan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) sesua: dengan ketentuan

perundang-undangan,
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Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlako pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati it dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Maluku Tengah. -

Ditctapkan di Maschi
pada tanggal 2} Desember D }7

E UPATI MALUKL TENGAH,

Diundangkan d Masohi
_é\ada tanggal 2FDesember 2017 ‘

EKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH,

A

RAKIR SAHUBAWA

";“‘-.-.__‘

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2017 NOMCR: 256
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Salinan sesual dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH

M. TUAKYAMSH, MH
NIP. 156507 20 200003 1 003
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PEMJELASAN

ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MALUKL TENGAH
NOMOR 85 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018

UMUM

Dalam rangka pelaksanaan keﬁenangan Pemerintah Daerah sehagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomer 23 Tahun
2014 tentang Pemeérintahan Daerah yang ditkuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 201€ tentang Organisasi
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017 serta Pedoman DPengelolaan keuangan Dacrah schagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Da€rah, timbul hak dan kewapban daerah
vang harus dirumuskan danfatau dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi aspek perencanaan, penganggaran dan
perrangung jawaban yang disetujul bersama antara Kepala Daerah dan DPRD serta ditelapkan dengan Peraturan Daerah oleh
kepala daerah setelah disetur oleh Gubernur, untuk dilaksanakan sesual peraturan perundang-undangan yang berlaku selama
satu (1} tabun anggaran.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan penvusunan Peraturan Bupah tentang Penjabaran APED
Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018 adalab seperti Peraturan Menter! Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 2017 Tentang Fedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018, Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 14 Tahun 2016
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik [Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Femberian Hibkah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.
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Nota Kesepakatan antara Pernerintah Kabupatén Maluku Tengah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mailuku
Tengah Nomor S03/0%/NK/2017 dan Nomor 17074472017 Tahun 2017 tentang Kebijakan Umum APBD dan Notz Kesepakatan
‘anatara  Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah
Nemaor 910/08/NK /2017 dan Nomer 170 /45/2017 Tahun 2017 temtang Prontas dan Plapon Anggaran Tahun Anggaran 2018,
Pada prinsipnya Peraturan Daerah tentang AFBD merupakan mamfestasi rencana strategis RPJMD, RKPD, Renstra dan Rencana
Kerja OPD untuk membangun Kabupaten Maluku Tengah selama 5 tahun. Bahwa Peraturan Daerah tentang Angparan Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintahh Daerah Tahun 2018 yang
dijabarkan kedalam Kebijakan Umum AFPBD serta Poortas dan Plafon Anggaran Tahun Anggaran 2018 yang telah disepakati
‘bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 20 Desember Tahun 2017,

Berdasarkan pokok-pokok pikiran yang dijelaskan diatas maka aspek-aspek yvang menjadi muatan pada Peraturan Bupati ini terdir

datr

1. Pendapatan Daerah :
Pendapatan daerah merupakan perkiraan-perkiran tentang sumber-sumber penerimaan daerah yang dapat dinila: dengan uang

untuk mendanai program dan kepatan pemerintah daerah selama satu (1) tahun anggaran. Pendapatan Daerah meliputi semua
penerimaan uang melalli rekemng kas daerah, yang merapakan hak daerah dalam sam (1) talun anggaran yang tidak perlu
dibayvar kembali oleh dacrah.

Pendapatan Daerah sebagaimana dijelaskan diatas bersumber dari .

a. Pendapatan Asli Daerah;

b. Dana Perimbangan; dan

¢, Lam-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
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Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah dipunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan
konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdifi atas urusan pemerintzhan wajb dan urusan pemerintahan pilihan.
Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wapbd terkait pelarranan dasar yang ditetapkan
dengan standar pelayanan minirmal serta berpedoman pada. standar tekrns dan harpa satuan regional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah unluk urusan pemerintaban wajly yang tidak ierkail dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilthan
berpedomean pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional

Belanja Daerah terditi dari -
a. Belanja Tidak Langsung;
b. Belanja Langsung;

Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan sumber pendanaan untuk menutuapi defisit angga:aﬁ dikarenakan anggaran belanja lebih besar
dari pada anpgaran pendapatan daerah yang tersedia dalam APBD. Surplus ateu deflisit AFBD adalah selisih antara anggaran
pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.

Pembiayaan Daerah terdiri dari:

&  Pepenmaan Pembiayvaan Daerah; dan

b. Pengeluaran Pembiayaan Deerah;

PASAL DEM! PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas
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Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal &

Cukup Jelas

Lampiran | Peraturan Bupati adalah Ringkasan Fenjabaran APBED Tahun Anggaran 2018 yang memuat
tentang :

a. Pendapatan Daerah;
b. Belanja Daerah; dan
¢. Pembiayaan Daerah

- Lampiran 1 Peraturan Bupati adalah Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 menurut Urtisan

Pemerintaban yang memuat Penjabaran Program Kegiatan Organisas/ Perangkat Daerah {OPD).

Lampiran lIf Peraturan Bupaly adalah Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah yang
diterima,

Larmnpiran N Peraturan -Bupati adalah Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alckasi Bantuan
Sosial yang diterima.
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